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NOMOR : t7 O / PL.O2.2 -Kpt / T 30 t/ KpU-Kab / wr I 2o2o

TENTAITG
PEISETAPAN PEROLEIIA!5 SUARA SAII DAIT Ifi'RSI PARTAI IIOLITIK PADA

PEffiLIHAIT T'UTTU AITGGOTA DEITAil PERITNIII.AIT RAITYAT DATRAE
KABITPATEIT XIBPUI"AUAIT SELIIYAR TAIIIIII 2LI;9., DAII PERS;yARA?AN

PEITCAI.oITAIY PARTAI FOLITIK ATAU GABIIITGAIV PAfiTfAI FOLITIK
DALIUI PEUILIIIAIT BI'PATI DAIT WAIilL BI'PATI KEPT'LAUAIY SELI\YAR

TAIIT,.r 2g2O

\, KErUA KOIfiSI PEMILII{AN ITUIIM I(ABUPATEN XEPULAUAIY SEf,AYAR,

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4o ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2Ot6
tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AL4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik dan
gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangancalon

jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah kursi DPRD

atau 25o/o (dua puluh lima persen) dari i<umutasi
perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota

DPRD di daerah yang bersangkutan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (21

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2O19 tentang Pembahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU

Provinsi/KlP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota

menetapkan persyaratan pencalonan unh:k Partai Politik

atau Gabungan Partai Pottik, dengan Keputusan KPU/KIP

Kabupaten/Kota..
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Mengingat

Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran

Pasangan Calon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangal tersebut pada huruf a
dan b sebagaimana disebut diatas, perlu ditetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Selayar tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi

Partai Politik pada Pemilihal Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2019, dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tanbalrun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

t8221;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20O8 Tentang Partai

Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Ta}run 2Ol7

Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun 2O08

tentang Susunan. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 20O8 tentang Organisasi

dan...
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dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2O2O Tentar,g Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabuaten/Kota,

serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatal, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati sera Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2O2O tent'ar.g Pendanaan

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang

bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 616);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang...
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 258lPL.O2-Kpt/Ol IKPU lYIl2O2O tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaIi Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Selayar nomor 067 lPL.O2-Kptl73Ol lKPU.KablVll2O2O
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor

79 I PL.O2-Kpt I 7 3Ol I l<PU.Kab I X I 2O 19 tentang Pedoman

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Selayar tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD

Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilu 2O 19;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor : 1 54 / PL.O 1.9 -BA I 7 30 I I KPU -

Kab IVIII l2Ol9 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai

Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2O19.

3. Keiutusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 4 Agustus 2O2O

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULA.UAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN

PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SELAYAR TAHUN 2019, DAN PERSYARATAN PENCALONAN

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM...
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KESATU

KEDUA

KBTIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2O2O.

Menetapkan perolehan suara sah partai politik hasil
Pemilihan Umum Tahun 2o1g dan perolehan kursi partai
politik hasil Pemilihan umum Tahun 2otg sebagaimana
terlampir yang merupakan bagian dari keputusan ini;
Menetapkan persyaratan pencalonan partai
politik/gabungan partai politik paring sedikit 2oo/o (dua
puluh persenf akumulasi kursi Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan selayar yaitu sebanyak
5 {lima} kursi.

Menetapkan persyaratan pencalonan partai
politik/gabungan partai politik paling sedikit 2so/o (dua
puluh linra persenf akumulasi perolehan sua-ra sah partai
politik dalam Pemilu 2Ol9 yaitu sebanyak

19.045 {Sembilan Belas Ribu Empat hrluh Lima} suara.
Penetapan persya-ratan sebagaimana pada diktum KETIGA

hanya berlaku pada partai politik yang memiliki kursi di
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar.

Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk
diketahui dan dijadikan acuan dalam pencalonan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Agustus 202O

K TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SILAYAR,

NANDAR JAIIIALUDDIN

ttd

I
T KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN SELAYAR

o
Y

7E

G

sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 17 o I PL.o2.2 -Kpt / 7 30 1 / KpU-Kab / wr / 2O2o
TENTANG
PEROLEFIAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI
POLITIK PADA PEMILIFIAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH
KAE}UPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2OIg,
DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAI.AM/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2O2O

PEROLEIIAN SUARA SAII PARTAI POLITIK DALIIU PEMILIIIAIT IIMTIM
ANGGOTA DEWAN PERWAIULAN RAI(YAT DAERATI KABT'PATEN

I(EPUI"AUAIT SELAYAR TATIUN 2O,-9

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Agustus 2020

KEIUA KOMISI PEMILITIAI{ UMUM
KABI'PATEN KEPT'LI\UAN SELAYAR,

NANDAR JAMALT'DDIN
T KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN SELAYAR

ttd

/,
e

Flr e$\ 4

NO PARTAI POLITIK PEROLEIIAN
SUARA

o/o

1 Pantai Kebangkitan Bangsa 5,ggg 7,74
2 Partai Gerakan Indonesia Raya 10,389 L3,64
3 Partai Demokrasi Indonesia Periuangan 2,r40 2,81
+ P4rtai Golongan Karya 23,131 30,36
5 Paftai NasDem 4,735 6,22
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia L,252 1,64
7 Partai Berkarya 310 0,41
8 Partai Keadilan Seiahtera 5,501 7,22
9 Partai Persatuan Indonesia 2,655 3,49
10 Partai Persatuan Persatuan Pembanzunan 1,O98 1,44
11 Par-tai Solidaritas Indonesia 304 o,40
t2 Partai Amanat Nasional 1o,422 13,68
13 Partai Hati Nurani Rakyat L,929 2,53
14. Partai Demokrat 6,270 8,23
15. Partai Bulan Bintang 125 O,16
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 22 o,03

JUMLAH 76,LBL 1(x)

t

NUR A ALANG

sesrai dengan aslinya
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PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALITM PEMILIIIAN IIMUM
AITGGOTA DEWAN PERWAKILITN RAI(YAT DAERAII KABUPATEN

I(EPULAUAIT SELITYAR TAIIUN 2OL9

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOM OR: t7 o I PL.O2.2-Kpt I 7 301 / KpU-Kab / wt I 2O2o
TENTANG
PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKII.AN RAI'YAT DAERAH
KABUPATEN KEPUI,AUAN SEIAYAR TAHUN 2OIg,
DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK
ATAU GAI}UNGAN PARTAI POLITIK DAI-AM/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2O2O

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Agustus 2O2O

I(gfUA KOMISI PEUILIIIAN TIUUU
I(ABI'PATEIT KEPT'LI\UAN SELAYAR,

NAITDAR JAMALT'DDIN

ttd

o

e'
dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN SELAYAR

Hukum

NO PARTAI POLITIK PEROLEIIAT{
KURSI

o/o

1 Paftai Kebangkitan Bangsa 1 4
2 Partai Gerakan Indonesia Raya 3 t2
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 4
4 Partai Golongan Karya 10 40
5 Partai NasDem 1 4
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7 Partai Berkarya
8 Parta-i Keadilan Seiahtera 2 8
9 Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Persatuan Pembanzunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
t2. Partai Amanat Nasional 3 t2
13. Partai Hati Nurani Rakyat 1 4
14. Partai Demokrat 3 t2
15. Partai Bulan Bintang
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

JIIITILAH 25 1(x)
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